
 

 

  

IMPLEMENTASI FUNGSI UNICEF  

SEBAGAI INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATION  

DALAM MENANGANI KASUS SEXUAL EXPLOITATION OF CHILDREN  

IN TRAVEL AND TOURISM (SECTT) DI THAILAND TAHUN 2016-2019 
 

 

 

Oleh 

YUNITA IKA SURYANTI 

NPM 1746071017 

 

Skripsi     

        

 

 

 

 

 

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 

2022 



 

 

 

 

 

ABSTRAK 

Impelementasi Fungsi UNICEF sebagai Intergovermental Organization  

Dalam Menangani Kasus Sexual Exploitation of Children  

in Travel and Tourism (SECTT) di Thailand Tahun 2016-2019 

 

 

Oleh 

Yunita Ika Suryanti 

 

Thailand merupakan negara yang telah meratifikasi United Nations Convention 

on the Rights of the Child (UNCRC) sejak 1992. Namun hingga 2019 Thailand berada 

pada kategori Tier 2 Trafficking Victims Protection Act (TVPA) dengan kasus Sexual 

Exploitation of Children in Travel and Tourism (SECTT) sebagai kategori eksploitasi 

tertinggi di Thailand. Sebagai Intergovernmental Organization (IGO) yang aktif 

melindungi dan mempromosikan hak anak sesuai dengan Konvensi Hak Anak, United 

Nations Children’s Fund (UNICEF) membantu Pemerintah Thailand dalam menangani 

eksploitasi anak khususnya pada kasus SECTT. 

Penelitian ini menggunakan konsep Transnational Organized Crime dan 

konsep Human Trafficking dalam menganalisis kejahatan transnasional pada fenomena 

perdagangan manusia di Thailand. Konsep Sexual Exploitation of Children in Travel 

and Tourism digunakan dalam mendeskripsikan fenomena SECTT sebagai bagian dari 

kategori perdagangan manusia yang terjadi di Thailand. Sebagai aktor internasional, 

UNICEF melaksanakan fungsinya sebagai IGO dalam menangani SECTT di Thailand 

tahun 2016-2019 yang dianalisis menggunakan Teori Fungsi IGO. Tipe penelitaian 

merupakan data kualitatif yang dijabarkan secara deskriptif. Teknik pengumpulan data 

melalui dokumentasi secara tidak langsung dari berbagai sumber informasi rujukan 

seperti pada dokumen resmi. Validasi data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

teknik berdasarkan triangulasi pada sumber data yang berbeda. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa UNICEF bersama Pemerintah Thailand 

dan aktor internasional lainnya menginisiasi program dan kebijakan dalam menangani 

eksploitasi seksual anak di Thailand. UNICEF berkontribusi aktif dalam memberikan 

perlindungan anak di Thailand dan UNICEF berhasil mengimplementasikan fungsinya 

sebagai IGO terutama pada fungsi informasi, forum, pelaksanaan peraturan, serta 

operasional. Namun, UNICEF di Thailand tidak sepenuhnya berhasil 

mengimplementasikan fungsi IGO lainnya seperti pada fungsi normatif dan fungsi 

pembuat peraturan dalam menangani SECTT di Thailand. 

Kata kunci: Fungsi IGO, perdagangan manusia, SECTT, Thailand, UNICEF. 



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

The Implementation of UNICEF’s Functions as Intergovernmental 

Organization in Handling Sexual Exploitation of Children in Travel and 

Tourism (SECTT) in Thailand in 2016-2019 

 

By 

Yunita Ika Suryanti 

Thailand is a country that has ratified the United Nations Convention on the Rights of 

the Child (UNCRC) since 1992. However, until 2019 Thailand was in category of  Tier 

2 Trafficking Victims Protection Act (TVPA) by the Sexual Exploitation of Children 

in Travel and Tourism (SECTT) case as the highest category of exploitation in 

Thailand. As an Intergovernmental Organization (IGO) that actively protects and 

promotes children's rights under the Convention on the Rights of the Child, the United 

Nations Children's Fund (UNICEF) assists the Thai Government in dealing with child 

exploitation, especially in SECTT case. This study uses the concept of Transnational 

Organized Crime and the concept of Human Trafficking in analyzing transnational 

crime in the phenomenon of trafficking in persons in Thailand. The concept of Child 

Sexual Exploitation in Travel and Tourism is used to describe the ECTT phenomenon 

as part of the category of trafficking in persons that occurs in Thailand. As an 

international actor, UNICEF carried out its function as an IGO in dealing with SECTT 

in Thailand in 2016-2019 which was analyzed using IGO Function Theory. The type 

of research is qualitative data with requested descriptively. Data collection techniques 

through documentation indirectly from various sources of reference information such 

as in official documentsData validation in this study was carried out using techniques 

based on triangulation on different data sources.The results of this study indicate that 

UNICEF with the Thai Government and other international actors initiated programs 

and policies in dealing with the sexual exploitation of children in Thailand. UNICEF 

has actively contributed to providing child protection in Thailand and UNICEF has 

successfully implemented its function as an IGO, especially in the functions of 

information, forum, rule supervision and operational. However, UNICEF Thailand was 

not positively successful in implementing other IGO functions such as the normative 

function and the rule creation function in handling SECTT in Thailand. 

Keywords: Human Trafficking, IGO’s Function, SECTT, Thailand UNICEF. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Selama periode Perang Dingin pada kisaran 1980 hingga 1990-an, negara-

negara telah dihadapi oleh ancaman non militer atau non-tradisional.1 Berbeda dengan 

keamanan tradisional yang merupakan bentuk ancaman yang me ngancam kedaulatan 

suatu negara dan cinderung melihat militer sebagai acuan keamanan sehingga negara-

negara saling berlomba untuk meningkatkan pertahann negaranya melalui sektor 

militer.2 Pendekatkan non-tradisional menafsirkan keamanan yang bersifat non-militer 

sehingga tidak hanya mengancam keamanan nasional (national security), tetapi juga 

berdampak terhadap keamanan manusia (human security).3  

Berdasarkan klasifikasi keamanan manusia yang salah satunya merupakan 

keamanan insani (personal security), memiliki berbagai bentuk ancaman keamanan 

non-tradisional yaitu adanya perdagangan manusia atau human trafficking.4 Kejahatan 

perdagangan manusia masuk dalam kategori trafficking crimes yang ada pada 

kejahatan transnasional atau transnational organized crimes (TOC). Berkembangnya 

TOC hingga saat ini menjadi ancaman nyata bagi keamanan insani setiap orang. 

 
1 Peter Hough, Shahin Malik, Andrew Morgan And Bruce Pilbeam. 2016. International Security Studies: 

Theory And Practice. New York. Routlege. Hlm. 5.  
2 Barry Buzan, Ole Waever. Jaap de Wilde. 1998. Security: A New Framework for Analysis. United 

States of America. Lynne RIenner Publisher. Hlm. 22. 
3 Uni W. Sagena, 2013. Memahami Keamanan Tradisional dan Non-Tradisional di Selat Malaka: Isu-

Isu dan Interaksi Antar Aktor. Jurnal Interdependence. Th 1, Vol.1. 
4 Anthony J. Masys. 2016. Exploring the Security Landscape: Non-Traditional Security Challenges. 

Switzerland. Springer International Publisher.  Hlm. 1. 
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Berkembangnya globalisasi hingga saat ini memberikan pengaruh terhadap 

berkembangnya kejahatan transnasional terorganisir khususnya pada kejahatan 

perdagangan manusia karena berkaitan dengan kemudahan dalam melintasi lintas batas 

negara. 

Perdagangan manusia merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melibatkan 

eksploitasi terhadap seseorang dengan merekrut atau memindahkan orang secara paksa 

dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Fenomena perdagangan orang 

dibeberapa negara sebagian besar didorong oleh kemiskinan serta masih minimnya 

penghormatan terhadap hak-hak individu. Pelaku perdagangan orang mengeksploitasi 

korban yang kurang beruntung dalam segi ekonomi, anak-anak tanpa perlindungan 

orang tua, masih terdapatnya kesenjangan berbasis gender, serta masih kurangnya 

pemahaman mengenai perdagangan manusia itu sendiri.5  

Menurut IMF, ancaman mengenai keamanan non-tradisional di Asia Tenggara 

memiliki ciri transnasional dan kompleks.6 Hal ini menyangkut pada mobilisasi atau 

perpindahan manusia dari satu tempat ke tempat lainnya yang semakin mudah sehingga 

hal tersebut juga berdampak pada mudahnya pergerakan perdagangan orang yang 

melewati lintas batas negara. Seperti halnya pada Kawasan Asia Tenggara yang secara 

geografis merupakan wilayah yang cukup strategis sehingga menjadi lalu lintas bagi 

perdagangan maupun mobilitas manusia dan barang. Kawasan Asia Tenggara yang 

strategis menjadikan kawasan ini sebagai sumber potensi kejahatan perdagangan 

manusia. Setiap tahunnya, korban perdagangan manusia mencapai 400 ribu orang yang 

kemudian diperdagangkan pada wilayah domestik hingga melewati lintas batas 

negara.7  

 
5 World Vision. Human Rights and Trafficking. Diakses pada Selasa, 16 November 2021 melalui  laman  

https://www.worldvision.com.au/docs/default-source/publications/human-rights-and-

trafficking/people-trafficking-in-the-asia-region.pdf.  
6 IMF. 2018. A Hidden Scourge.  Hlm, 10. Diakses pada Selasa, 16 November 2021 melalui laman  

https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2018/09/human-trafficking-in-southeast-asia-caballero.htm 
7 Foo, J, 2009. Cost of Human Trafficking in Southeast Asia.  

https://www.worldvision.com.au/docs/default-source/publications/human-rights-and-trafficking/people-trafficking-in-the-asia-region.pdf
https://www.worldvision.com.au/docs/default-source/publications/human-rights-and-trafficking/people-trafficking-in-the-asia-region.pdf
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2018/09/human-trafficking-in-southeast-asia-caballero.htm
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Kawasan Asia Tenggara menjadi kawasan yang dikenal sebagai sumber dari 

perdagangan orang khususnya perdagangan anak. Kejahatan perdagangan anak atau 

(child trafficking) kebanyakan dijadikan untuk tujuan seksual. Berkembangnya laju 

perdagangan orang di Kawasan Asia Tengara dikarenakan oleh  tingginya migrasi 

regional, migrasi legal, ketidak seimbangan ekonomi dibeberapa negara, serta 

meningkatnya permintaan lokal terhadap layanan seksual anak.8 

Di bawah ini merupakan pemetaan tingkat perdagangan orang dalam Tier 

Placement tahun 2018 pada Kawasan Asia Tenggara. Kebanyakan negara pada 

kawasan ini masuk ke dalam kategori Tier 2 (warna kuning), yang mana merupakan 

negara dengan pemerintah yang belum sepenuhnya memenuhi standar minimum TVPA 

(Trafficking Victims Protection Act).9  

Sumber : Trafficking in Persons Report 2018 

 

Dari total korban perdagangan manusia didunia, setengah dari keseluruhan 

diperdagangkan untuk eksploitasi seksual dan 38% untuk dijadikan sebagai pekerja 

paksa.10 Dari gambar diatas, Thailand menjadi salah satu negara yang masuk ke dalam 

kategeori Tier 2 diikuti dengan beberapa negara lainnya seperti Kamboja dan Vietnam. 

 
8 ECPAT, 2022. Trafficking in Thailand: The Demand Fuels Child Trafficking for Sexual Purposes.  

Diakses pada kamis, 16 Juni 2022 melalui laman https://ecpat.org/story/trafficking-in-thailand-the-

demand-fuels-child-trafficking-for-sexual-purposes/. 
9 U.S. Department of State. 2021 Trafficking in Persons Report: Thailand.  Diakses pada kamis, 11 

November 2021 melalui laman https://www.state.gov/reports/2021-trafficking-in-persons-

report/thailand/.  
10 UNICEF. Protecting Children Exploited for Sex in Thailand. Diakses pada Selasa, 16 November 2021 

melalui laman   https://www.unicef.org.uk/sale-protecting-children-exploited-sex-industri/.  

Gambar 1.1 Southeast Asia’s Tier Placement  2018 

https://www.state.gov/reports/2021-trafficking-in-persons-report/thailand/
https://www.state.gov/reports/2021-trafficking-in-persons-report/thailand/
https://www.unicef.org.uk/sale-protecting-children-exploited-sex-industry/
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Berdasarkan Global Slavery Index, Thailand menjadi tempat dimana terdapat 610.000 

korban perdagangan manusia.11 Mayoritas korban dari perdagangan manusia di 

Thailand berasal dari sejumlah negara. Namun, warga negara Thailand juga rentan 

menjadi korban perdagangan manusia seperti dijadikan sebagai tenaga kerja paksa 

hingga eksploitasi seksual.  

Pertumbuhan perdagangan orang di Thailand dipicu oleh masuknya migran 

secara masal pada tahun 1990-an dengan mayoritas merupakan migran asal Kamboja 

dan Laos.12 Hingga tahun 2004, para migran mencapai lebih dari satu juta jiwa 

mencakup migran yang datang secara legal maupun ilegal.13 Migran ilegal yang tidak 

memiliki dokumen resmi lebih rentan menjadi korban perdagangan manusia di 

Thailand. Kasus mengenai perdagangan manusia di Thailand hingga saat ini 

diklasifikasikan berdasarkan kategorinya meliputi prostitusi, pornografi, buruh paksa, 

pekerja dalam industri perikanan dan yang lainnya. Berikut merupakan tabel dengan 

kategori perdagangan orang beserta jumlah kasus yang ada di Thailand tahun 2016 

hingga 2019; 

Sumber: Royal Thai Government’s Country Report on Anti-Human Trafficking 2019 

 

Pada gambar diatas terlihat bahwa dalam rentan waktu 2016 hingga 2019, total 

kasus perdagangan manusia di Thailand mengalamai turun naik yang tidak signifikan. 

Serta jumlah pada kasus prostitusi lebih banyak dibandingan dengan kasus pornografi 

dan yang lainnya. Hingga saat ini Thailand merupakan negara yang menjadi sumber, 

 
11 Ibid.  
12 ASEAN. Hlm 101. 
13 Ibid. hlm 102. 

Gambar 1.2 Kategori Perdagangan Orang di Thailand 2016-2019 
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transit maupun tujuan dari praktik perdagangan manusia.14 Para korban perdagangan 

manusia tidak hanya berasal dari Thailand, tetapi juga berasal dari Laos, Myanmar, 

Kamboja, dan Vietnam.15 Kebanyakan perdagangan manusia di Thailand merupakan 

dalam bentuk tenaga kerja paksa dan eksploitasi seksual. 

Prostitusi yang berkembang di Thailand memiliki keterkaitan dengan Perang 

Vietnam atau Indochina 2 pada masa lampau hingga dipicu oleh beberapa faktor 

pendukung seperti hukum yang lemah, kemiskinan, korupsi, media internet, serta 

kemudahan perjalanan dalam melintasi batas negara.16 Sehingga perempuan dan anak-

anak lebih rentan menjadi korban eksploitasi terutama pada konteks eksploitasi 

seksual. Pada tahun 2018, secara global terdapat kurang lebih satu per tiga dari 

keseluruhan kasus perdagangan orang merupakan anak-anak dengan persentasi anak 

perempuan 19% dan anak laki-laki 15%.17  

Eksploitasi seksual di Thailand juga didorong oleh kemajuan pariwisata yang 

dikutip dalam International Labour Organization (ILO) bahwa industri pariwisata 

seksual di Thailand menyumbang  pada kisaran 14% kedalam GDP Thailand.18 

Demokratisasi pada pariwisata khususnya di Thailand membawa hal buruk pada 

keamanan insani (personal security) dengan semakin terdorongnya industri wisata seks 

anak-anak di Thailand. Menurut Organisasi Migrasi Internasional (IOM) terdapat 

sekitar 20% dari 600 juta perjalanan internasional berkaitan dengan wisata seks dengan 

persentase anak-anak di bawah umur mencapai 30%.19  

Seiring perkembangan fenomena kejahatan perdagangan orang yang 

berkembang di Thailand melibatkan anak-anak, The U.S Department of Justice pada 

 
14 SIREN Human Trafficking data Sheet. 2008. Strategic Information Response Network. Hlm. 1.  
15 U.S. Department of State, 2017. Thailand: 2016 Trafficking in Persons Report. Diakses pada kamis, 

11 November 2021 melalui laman  

https://2009 2017.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/countries/2016/258876.htm.  
16 Produced By The U.S. Department of State. 2019. The Fact About Child Sex Tourism. 
17 IMF, 2018. A Hidden Scourge. Hlm, 10. Diakses pada Selasa, 16 November 2021 melalui laman  

https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2018/09/human-trafficking-in-southeast-asia-caballero.htm  
18ECPAT. Executive Sumaary Thailand. hlm. 4. 
19 IGG. 2020. Underage Prostitution in Thailand: The Consequence of a Mass Sex Tourism. Diakses 

pada kamis, 11 November 2021 melalui laman https://igg-geo.org/?p=3034&lang=en. 

https://2009-2017.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/countries/2016/258876.htm
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2018/09/human-trafficking-in-southeast-asia-caballero.htm
https://igg-geo.org/?p=3034&lang=en
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National Strategy for Child Exploitation Prevention and Interdiction mendefinisikan 

Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) sebagai: 

“…. mengacu pada serangkaian kejahatan dan aktivitas yang melibatkan 

pelecehan seksual atau eksploitasi anak untuk keuntungan finansial seseorang 

atau sebagai imbalan atas sesuatu yang berharga (termasuk keuntungan moneter 

dan non-moneter) yang diberikan atau diterima oleh siapa pun.”20 

Kutipan diatas mengacu pada Eksploitasi Seksual Anak (ESKA) yang dimaknai 

sebagai kejahatan yang melibatkan pelecehan ataupun eksploitasi seksual terhadap 

anak-anak. Definisi kejahatan ESKA terdapat beberapa kategori tindakan kejahatan 

yang diantaranya ialah prostitusi anak (the prostitution of children), prostitusi 

komersial anak (commercial production of child pornography), pariwisata seksual 

anak (child sex tourism) dan yang lainnya.21 Khususnya pada konteks pariwisata, 

perempuan dan anak-anak lebih rentan  mengalami eksploitasi seksual pada destinasi 

wisata atau child sex tourism. Pariwisata sex anak terjadi apabila seseorang melakukan 

perjalanan dalam sektor pariwisata atau dari luar sektor dengan tujuan utama 

melakukan hubungan seksual komersial dengan penduduk (anak-anak) ditempat 

tujuan.22  

Saat ini, konteks pariwisata seksual anak telah mengalami perubahan istilah 

menjadi The Sexual Exploitation of Children in The Context of Travel and Tourism 

(SECTT). SECTT atau eksploitasi seksual anak dalam pariwisata mengacu pada 

perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan tujuan untuk 

melakukan hubungan seksual dengan anak di bawah umur.23 SECTT dipahami sebagai 

kejahatan eksploitasi seksual anak dalam pariwisata yang bersifat domestik maupun 

 
20 U.S Department of Justic, 2010. pada National Strategy for Child Exploitation Prevention and 

Interdiction. Diakses pada kamis, 11 November 2021 melalui laman   

https://ojjdp.ojp.gov/programs/sexual-exploitation-children.  
21 Ibid. 
22 Ibid. 
23 IGG. 2020. Underage Prostitution in Thailand: The Consequence of a Mass Sex Tourism. Diakses 

pada kamis, 11 November 2021 melalui laman https://igg-geo.org/?p=3034&lang=en.  

https://ojjdp.ojp.gov/programs/sexual-exploitation-children
https://igg-geo.org/?p=3034&lang=en
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intraregional.24 Perubahan ini dikarenakan konteks yang melibatkan kejahatan 

eksploitasi seksual anak telah bermutasi secara luas. Hal ini menekankan bahwa 

eksploitasi seksual anak oleh kejahatan dan tindakan eksploitasi seksual terjadi pada 

konteks dalam negeri maupun lintas batas negara.  

Eksploitasi seksual anak dalam pariwisata dan perjalanan atau SECTT 

merupakan salah satu bentuk dari perdagangan manusia. Hal ini berkaitan dengan 

anak-anak di bawah 18 tahun merupakan tanggung jawab negara dan harus dilindungi. 

Namun pada kenyataannya, tidak sedikit anak-anak di Thailand menjadi korban 

eksploitasi seksual untuk tujuan mendapatkan keuntungan bagi pihak tertentu. 

Walaupun prostitusi merupakan sesuatu yang illegal di Thailand, tetapi dalam 

praktiknya eksploitasi seksual kerap terjadi terutama pada perempuan dan anak-anak.25 

Eksploitasi seksual yang terjadi di Thailand cinderung memiliki persentase yang lebih 

tinggi pada Thailand bagian utara seperti Pattaya, Phuket, Chiang Mai dan Chiang Rai 

karena merupakan daerah tujuan dari destinasi wisata .26  

Beberapa aktor internasional seperti organisasi internasional ikut andil dalam 

menangani Menangani permasalahan eksploitasi seksual anak, Seperti halnya UNICEF 

(United Nations Children’s Fund) yang merupakan organisasi internasional antar 

pemerintah yang telah diberi mandate oleh PBB memiliki tujuan untuk melindungi 

serta mempromosikan hak-hak anak di seluruh dunia dengan  fokus terhadap misi-misi 

tertentu.27 Kehadiran UNICEF di Bangkok, Thailand  telah berada sejak tahun 1948 

dengan misi utama berupa penanganan kesehatan,  pemeliharaan kesehaatan dan gizi 

bagi anak-anak serta sanitasi rumah tangga.28 Saat ini UNICEF Thailand memperluas 

cakupan misinya yang dikategorikan dalam pendidikan (education), perlindungan 

terhadap anak-anak (child protection from violence, abuse, neglect and exploitation), 

 
24 ECPAT. Executive summary Thailand. Hlm. 4. 
25 IGG.Underage Prostitution in Thailand: The Consequence of a Mass Sex Tourism.” Diakses pada 20 

Juni 2022 melalui  https://igg-geo.org/?p=3034&lang=en. 
26 ECPAT. Executive summary Thailand. Hlm. 4.. 
27 UNICEF. Thailand.  Diakses pada 21 April 2022 melalui https://www.unicef.org/thailand/about-us. 
28 UNICEF. UNICEF Organization Profile. Hlm. 3. 

https://igg-geo.org/?p=3034&lang=en
https://www.unicef.org/thailand/about-us
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perlindungan terhadap infeksi HIV/AIDS, social policy and advocacy, dan 

memberikan bantuan kemanusiaan pada saat darurat  (emergencies) dan yang lainnya.29   

Selain dengan pemerintah, UNICEF juga melakukan kerja sama dengan 

organisasi non pemerintah (NGO’s) di Thailand seperti Save The Children, Childline 

Thailand, Friends International Thailand (Puean Puean) dan yang lainnya. UNICEF 

sebagai organisasi internasional antar pemerintah (IGO) berupaya dalam memberikan 

bantuan kemanusiaan khususnya untuk mempromosikan hak-hak dan kesejahteraan 

anak-anak. Hal ini berlandaskan pada hak-hak dasar manusia, yang mana setiap orang 

memiliki hak untuk hidup dan anak-anak memiliki hak untuk tumbuh dalam 

lingkungan yang aman.30  Setiap anak memiliki hak untuk merasa aman dari adanya 

ancaman dan tindakan kekerasan baik itu berupa kekerasan, penyiksaan hingga 

eksploitasi. Namun pada kenyatannya kasus mengenai eksploitasi seksual anak dalam 

pariwisata atau SECTT masih menjadi hal yang mengancam bagi setiap anak di 

Thailand. Hal ini juga dikarenakan  pemerintah Thailand belum mengambil langkah 

besar guna menghapus perdangan manusia di negaranya. Hingga saat ini, Thailand 

tetap berada di posisi Tier 2 dan pemerintah belum memenuhi standar minimum  dalam 

pengahapusan  perdagangan manusia di negaranya.31 

Beberapa penelitian terdahulu dibutuhkan sebagai justifikasi metodologis 

untuk membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yang berkaitan dengan 

permasalahan perdagangan manusia dalam konteks eksploitasi seksual anak dalam 

pariwisata. Pada Penelitian pertama yang ditulis oleh Eka Mulyani Lestari, I Made 

Anom Wiranata, dan Putu Titah Kawitri Resen (2015) mengenai peran organisasi 

internasional dalam menangani kasus eksploitasi seksual anak dalam pariwisata yang 

terjadi di Thailand. Berkaitan dengan peran organisasi internasional juga dilakukan 

pada Penelitian kedua oleh Raesa Oktavia (2016) yang berfokus pada pariwisata 

 
29 UNICEF. Thailand. Diakses melalui https://www.unicef.org/thailand/what-we-do pada 21 April 2022. 
30 Diakses pada kamis, 11 November 2021 melalui laman https://www.unicef.org/protection. 
31 U.S. Department of State. 2021. Trafficking in Persons Report: Thailand.  Diakses pada kamis, 11 

November 2021 melalui laman https://www.state.gov/reports/2021-trafficking-in-persons-

report/thailand/. 

https://www.unicef.org/thailand/what-we-do
https://www.unicef.org/protection
https://www.state.gov/reports/2021-trafficking-in-persons-report/thailand/
https://www.state.gov/reports/2021-trafficking-in-persons-report/thailand/
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seksual Thailand. Penelitian ketiga oleh Naufal Fikhri Khairi (2021) berfokus dalam 

menjelaskan upaya yang dilakukan organisasi regional dalam menjaga stabilitas 

keamanan kawasan dari aktivitas perdagangan manusia. Pada penelitian keempat 

yang ditulis oleh Saudari Putri Utami (2017) dan penelitian kelima yang ditulis oleh  

Sari Widia Setyawati (2016) terkait dengan upaya yang dilakukan pemerintah dalam 

mengatasi kasus perdagangan manusia di negaranya berupa pembentukan kebijakan 

lokal hingga kerja sama antar negara. Berkaitan dengan keberagaman penelitian terkait 

dengan perdagangan manusia, penelitian mengenai pelaksanaan fungsi orgnisasi 

internasional masih relatif sedikit khususnya dalam bahasan menangani eksploitasi 

seksual anak dalam pariwisata atau SECTT di Thailand. 

Berikut merupakan tabel yang akan menunjukkan beberapa perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang disajikan pada tabel 1.1 :  
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Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu 

 

 

Indikator 

Eka Mulyani 

Lestari, I Made 

Wiranata, Putu 

Titah Kawitri 

Resen 

(2015) 

 

 

Raesa Oktavia 

(2016) 

 

 

Naufal Fikhri 

Khairi 

(2021) 

 

 

 

Putri Utami 

(2017) 

 

 

Sari Widia 

Setyawati 

(2016) 

Judul 

penelitian 

Peran ECPAT 

dalam Menangani 

CSEC oleh 

Wisatawan Asing 

di Thailand 

Upaya United 

Nations World 

Tourism 

Organization 

(UNWTO) 

Menangani Sex 

Tourism di 

Thailand 2009-

2013. 

Upaya ASEAN 

Dalam 

Menangani 

Masalah 

Perdagangan 

Manusia di Asia 

Tenggara  

Upaya 

Pemerintah 

Indonesia Dalam 

Mengatasi 

Human 

Trafficking di 

Batam 

Efektivitas Kerja 

Sama Pemerintah 

Laos dan Vietnam 

Dalam Mencegah 

Pemberantasan 

Human Trafficking 

di Laos Periode 

2011-2013 

Teori/ 

Konsep 

Civil Society 

Organization 

(CSO) dan 

strategy of  NGO 

Peran organisasi 

internasional 

Human Security 

dan Sustainable 

Development 

Goals (SDGs)  

Human 

trafficking, 

kebijakan 

publik,kerjasama 

internasional 

Neoliberalisme 

Metodologi Kualitatif 

deskriptif 

Kualitatif 

deskriptif 

Kualitatif 

deskriptif  

Kualitatif Kualitatif 

eksplanatif 

Hasil 

penelitian 

ECPAT 

melakukan peran 

utamanya sebagai 

Agenda Setter, 

Educator, dan 

Counterparts 

dalam menangani 

CSEC oleh 

wisatawan asing 

di Thailand. 

Namun 

Pemerintah 

Thailand tetap 

menyangkal 

adanya praktik 

CSEC oleh 

wisatawan asing, 

karena hal 

tersebut berkaitan 

dengan 

kepentingan 

devisa negara  

Thailand telah 

meratifikasi UU 

perlindungan anak 

terhadap sex 

tourism di Thailand 

yang melibatkan 

anak-anak, wanita, 

waria, hingga 

homoseksual. 

Namun, UNWTO 

belum mampu 

menuntaskan 

permasalahan sex 

tourism untuk 

wanita  (usia 

dewasa) dan waria 

karena terhalang 

oleh HAM dan 

aturan negara. 

Upaya yang 

dilakukan 

ASEAN dalam 

memberantas 

human trafficking 

belum mencapai 

hasil yang 

maksimal.  

Beberapa negara 

di Asia Tenggara 

belum 

sepenuhnya 

memenuhi 

kebijakan 

ASEAN dalam 

menangani 

permasalahan 

perdagangan 

manusia terkait 

dengan 

penindakan, 

pegakan hukum, 

hingga 

penekanan angka 

perdagangan 

manusia 

dinegaranya. 

Pemerintah 

Indonesia telah 

melakukan upaya 

internal (upaya 

local dan upaya 

nasional) serta 

upaya eksternal 

(kerja sama 

internasional) 

dalam 

menanagani 

kejahatan human 

trafficking. 

Terdapat 

penurunan jumlah 

korban 

perdagangan 

manusia di Laos 

pada 2011-2013, 

tetapi hal ini 

disebabkan oleh 

faktor lain berupa 

kerja sama antara 

Pemerintah Laos 

dengan UNODC 

yang juga didukung 

oleh Amerika 

dalam 

pengembangan 

kapasitas dalam 

hukum untuk 

menekan 

perdagangan 

manusia di Laos. 

 

Sumber: Hasil Rangkuman Peneliti (2022) 
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Berdasarkan kelima jurnal terdahulu, penelitian-penelitian tersebut memiliki 

kesamaan maupun perbedaan. Beberapa diantaranya menganalisis terkait peran dan 

upaya organisasi internasional seperti ECPAT dan UNWTO, adapun penelitian 

mengenai organisasi regional berupa ASEAN, dan penelitian dengan negara sebagai 

unit analisis dalam penelitiannya serta pengunaan konseptual yang bervariatif. 

Penelitian-penelitian tersebut memberikan gambaran maupun infromasi sebagai 

referensi yang relevan terkait perdagangan manusia yang berguna terhadap penelitian 

ini. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu, penulis 

menggunakan organisasi internasional dalam bentuk IGO yaitu United Nations 

Children’s Fund (UNICEF) sebagai unit analisis dalam menangani permasalahan 

perdagangan manusia dalam kasus Sexual Exploitation of Children in Travel and 

Tourism (SECTT) di Thailand. Penggunaan konsep human trafficking dan Sexual 

Exploitation of Children in Travel and Tourism (SECTT) serta teori Fungsi 

Intergovernmental Organization (IGO), sebagai alat analisis untuk menganalisis 

implementasi fungsi UNICEF sebagai IGO di Thailand. 

Kehadiran UNICEF di Thailand dengan membawa beberapa misi yang 

menyangkut perlindungan terhadap hak-hak dasar anak selaras dengan tujuan 

Pemerintah Thailand pada Rencana Pengembangan Ekonomi dan Sosial Thailand 

(Thailand’s National and Social Development Plan). Fokus dalam keduanya yaitu 

membangun investasi pada sumber daya manusia, dalam mengatasi kesenjangan atau 

ketidak adilan, serta pada pembanguanan berkelanjutan.32 

 

 
32 UNICEF. UNICEF Organization Profile. Hlm. 8. 
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1.2 Rumusan masalah 

Berkembangnya globalisasi mendukung aktifitas Transnastional Organized 

Crime (TOC) atau kejahatan transnasional yang bersifat lintas batas negara.  Secara 

global, kejahatan terhadap anak masih relatif tinggi terlihat dengan fenomena kejahatan 

eksploitasi anak masih terus terjadi terutama di negara Thailand. Perempuan dan anak-

anak yang berada di destinasi pariwisata lebih rentan menjadi korban eskploitasi 

seksual terutama pada kasus Sexual Exploitation of Children in Travel and Tourism 

(SECTT). Menangani hal tersebut, UNICEF sebagai organisasi internasional di bawah 

naungan PBB yang bergerak dalam mempromosikan serta memberikan perlindungan 

terhadap hak-hak anak terutama pada korban ekspoitasi, kasus SECTT di Thailand 

masih belum terselesaikan secara signifikan. Oleh karena itu, maka pertanyaan 

penelitian ini berfokus pada “Bagaimana pelaksanaan fungsi UNICEF sebagai 

Intergovernmental Organization (IGO) atas perdagangan manusia, khususnya pada 

kasus Sexual Exploitation of Children in Travel and Tourism (SECTT) di Thailand?”. 

 

1.3 Tujuan penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan fenomena human 

trafficking khususnya pada kasus Sexual Ex ploitation of Children in Travel and 

Tourism (SECTT) di Thailand serta menganalisis fungsi United Nations Children’s 

Fund (UNICEF) sebagai IGO dalam menangani kasus SECTT di Thailand pada tahun 

2016 hingga 2019.  
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1.  Manfaat secara akademis 

Secara akademis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam 

memberikan pemahaman baru khususnya berkaitan dengan kajian keamanan non-

tradisional seperti fungsi organisasi internasional dalam menangani permasalahan yang 

berkaitan langsung dengan keamanan manusia (human security) khususnya dalam 

kasus Sexual Exploitation of Children in Tourism (SECTT). 

 

1.4.2.  Manfaat secara praktis 

Manfaat secara praktis yaitu penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan 

bagi seluruh pihak dalam meneliti kasus eksploitasi anak dalam pariwisata serta 

menjadi tinjauan untuk penelitian selanjutnya khususnya bagi pihak-pihak yang 

membutuhkan informasi mengenai UNICEF dan kaitannya dengan kasus Sexual 

Exploitation of Children in Tourism (SECTT) di Thailand.



 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Konseptual 

Landasan konseptual dapat dipahami sebagai hubungan antara variable-

variabel yang akan diteliti melalui penelitian. Dalam penelitian ini, penulis akan 

menggunakan teori dan konsep yang akan digunakan dalam menganalisis penelitian 

untuk membahas permasalahan penelitian. 

 

2.1.1. Transnational Organized Crime 

 Wawasan mengenai keamanan non-militer sendiri mulai muncul pada 1980-an 

dan juga Perang Dingin memiliki dampak yang sangat besar terhadap studi 

keamanan.33 Sejak itu pula, dalam tatanan international mulai bermunculan berbagai 

aktor-aktor baru seperti organisasi kejahatan terorganisir.  Transnational Organized 

Crime (TOC) merupakan kejahatan transnasional yang bersifat lintas batas negara yang 

di dalamnya berisikan kelompok-kelompok kriminal terorganisir yang melakukan 

kejahatan berat dengan tujuan mendapatkan keuntungan bagi kelompoknya. TOC 

merupakan kejahatan serius yang menimbulkan ancaman bagi keamanan dan stabilitas 

negara maupun dunia internasional. TOC memiliki pengaruh besar bagi keamanan 

global dan kejahatan ini bersifat kompleks melibatkan berbagai negara.  

 
33 Peter Hough, Shahin Malik, Andrew Morgan And Bruce Pilbeam. 2016. International Security 

Studies: Theory And Practice. New York. Routlege. Hlm. 6. 
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Menangani permasalahan yang secara langsung berhubungan dengan stabilitas 

keamanan internasional dan keamanan negara, pada tahun 2000, PBB membuat suatu 

bentuk kesepakatan multilateral melalui kesepakatan internasional dalam bentuk 

United Nations Convention on Transnational Organized Crime (UNTOC).34 Konvensi 

ini berisikan mengenai hal-hal sebagai rujukan negara atau pedoman dasar negara 

dalam menangani kejahatan TOC. Pemerintah Kerajaan Thailand pada tahun 2013 

mulai meratifikasi intrumen PBB pada Konvensi UNTOC and Protocol to Prevent, 

yang dalam hal ini merupakan lanjutan dari konvensi sebelumnya. Konvensi ini 

bertujuan dalam mencegah, menyelidiki, dan mengadili pelaku kejahatan TOC. 

Memerangi kejahatan transnasional terorganisir, Konvensi UNTOC mengandalkan 

segala bentuk kerja sama internasional dan bantuan dari berbagai pihak. Klasifikasi 

mengenai kejahatan TOC meliputi:35 

1. Trafficking crimes, meliputi perdagangan narkoba, perdagangan senjata dan 

perdagangan manusia. 

2. High-tech crimes, meliputi pembajakan, pencurian identitas dan data. 

3. Financial crimes, meliputi penyelundupan dan pencucian uang tunai. 

Berkaitan dengan penelitian ini,  

Pada dasarnya tidak ada definisi yang spesifik mengenai kejahatan terorganisir 

atau mengenai TOC. Hal ini berkaitan pada isi dalam konvensi tersebut yang 

menyelaraskan mengenai kesepakatan yang terbentuk antar negara-negara di dunia 

dalam melakukan penegakan hukum terdadap pelanggaran kejahatan transnasional di 

negaranya. UNTOC and Protocol to Prevent merupakan protocol yang berkaitan 

dengan pencegahan, pemberantasan dan penghukuman perdagangan manusia 

khusunya pada perempuan dan anak-anak. Sehingga selain pada memberikan 

 
34 Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia, 2019. Transnational Crimes. diakses pada 

23 Oktober 2022 melalui https://kemlu.go.id/portal/en/read/89/halaman_list_lainnya/transnational-

crime.  
35 ibid. 

https://kemlu.go.id/portal/en/read/89/halaman_list_lainnya/transnational-crime
https://kemlu.go.id/portal/en/read/89/halaman_list_lainnya/transnational-crime
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penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan TOC, negara juga memiliki tanggung 

jawab untuk melindungi dan membantu korban perdagangan manusia tersebut.  

Kejahatan TOC secara langsung berkaitan dengan isu keamanan manusia 

(human security). Seperti pada klasifikasi dari kejahatan transnasional terorganisir 

berupa trafficking crimes, yang mana pada bentuk kejahatan ini melibatkan aktivitas-

aktivitas kejahatan yang berkaitan dengan kejahatan perdagangan orang. Salah satu 

kejahatan perdagangan yang terjadi di negara Thailand yaitu adanya kejahatan human 

trafficking atau perdagangan manusia yang melibatkan korban anak-anak khususnya 

dalam kejahatan eksploitasi sesual anak dalam pariwisata atau SECTT. Penggunaan 

konsep TOC dalam penelitian ini akan menjembatani deskripsi mengenai bentuk TOC 

di Thailand yang salah satunya merupakan kejahatan perdagangan manusia dalam 

kasus Sexual exploitation of Children in Travel and Tourism (SECTT) di Thailand. 

 

2.1.2. Human Trafficking 

Dampak dari bergesernya ancaman keamanan berpengaruh pada 

kecenderungan akan keamanan global yang saat ini mengarah pada isu-isu non-

tradisional. Pada tahun 2000, UN Protocol mendefinisikan kejahatan human trafficking 

sebagaimana dengan: 

“Trafficking in persons” shall mean the recruitment, transportation, transfer, 

harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other 

forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power 

or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or 

benefits to achieve the consent of a person having control over another person, 

for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the 

exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, 
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forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or 

the removal of organs.”36 

Kutipan diatas memiliki penekanan makna perdagangan manusia meliputi 

eskploitasi seksual dalam prostitusi, praktik perbudakan, tenaga kerja paksa dan yang 

lainnya. Kejahatan human trafficking dapat terjadi pada setiap orang, tetapi perempuan 

dan anak-anak yang paling rentan menjadi korban dari kejahatan tersebut. Menurut 

pengertian yang didefinisikan oleh United Nation Human Rights Office of The High 

Commissioner, bahwa human trafficking atau dalam kesepakatan internasional yang 

dimaksud dengan trafficking in persons atau perdagangan orang diartikan sebagai 

perekrutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang dengan ancaman 

hingga melibatkan penggunaan kekerasan atau hal lainnya seperti penculikan, 

penipuan yang mana ditujukan untuk eksploitasi.37  

Mengacu pada Trafficking Victims Protection Act of 2000 bahwa perdagangan 

orang meliputi debt bondage, perdagangan seks (sex trafficking) dan perdagangan 

tenaga kerja (labor trafficking).38 Kebanyakan korban dalam kejahatan-kejahatan ini 

meliputi migran, perempuan, dan anak-anak yang berada di bawah usia 18 tahun.39 

Pada sex trafficking pada umumnya melibatkan perempuan dan anak-anak yang  

dilakukan dengan perekrutan seseorang dengan tujuan seks komersial yang dilakukan 

dengan tindakan paksa ataupun penipuan kepada seseorang yang belum mencapai usia 

18 tahun. Beberapa bentuk aktivitas perdagangan manusia (human trafficking) meliputi 

pornografi, eksploitasi seksual, prostitusi anak dan sebagainya.  

Sebagai salah satu bentuk kejahatan yang dinaungi oleh kelompok kejahatan 

terorganisir, TOC menjadi ancaman besar bagi keamanan manusia (human security). 

Berdasarkan laporan resmi Pemerintah Thailand bahwa perdagangan manusia dalam 

kasus eksploitasi seksual menjadi kejahatan yang cukup tinggi dalam rentang tahun 

 
36 Kathryn Cullen-DuPon, 2009. Global Issues: Human Trafficking. New York. Facts on File. Hlm. 9.  
37 United Nation Human Rights Office of The High Commissioner, 2014. Human Rights and Human 

Trafficking. New York dan Genewa. Hlm. 2.  
38 The Human Trafficking Ad Hoc Committee, 2019. Key Concept in Human Trafficking. Hlm 2. 
39 Ibid. hlm. 3. 
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2016 hingga 2019 di antara kejahatan perdagangan lainnya. Penggunaan konsep human 

trafficking dalam penelitian ini akan memberikan deskripsi lebih mendalam terkait 

dengan fenomena aktivitas perdagangan manusia yang terjadi di Thailand. 

 

2.1.2.1.  Sexual Exploitation of Children in Travel and Tourism (SECTT) 

Beberapa bentuk aktivitas perdagangan orang (human trafficking) 

meliputi pornografi, eksploitasi seksual, prostitusi anak dan sebagainya. 

Eksploitasi seksual anak dalam pariwisata merupakan salah satu bentuk 

kejahatan perdagangan manusia yang berada dalam cakupan kejahatan 

transnasional terorganisir. Kasus mengenai Sexual Exploitation of Children in 

Travel and Tourism (SECTT) di Thailand merupakan bentuk eksploitasi anak 

khususnya dalam aktivitas prostitusi anak dan eksploitasi seksual anak. 

Penggunaan konsep mengenai Sexual Exploitation of Children in Travel and 

Tourism (SECTT) dalam penelitian ini akan membahas mengenai kondisi 

eksploitasi seksual anak dalam perjalan dan pariwisata yang terjadi di Thailand. 

Wawasan mengenai keamanan non militer sendiri mulai muncul selama 

1980-an dan juga Perang Dingin memiliki dampak yang sangat besar terhadap 

studi keamanan.40 Dampak dari bergesernya ancaman keamanan berpengaruh 

pada kecenderungan akan keamanan global yang saat ini mengarah pada isu-

isu non-tradisional. Menurut United Nation World Tourism Organization 

(UNWTO), yang diadaptasi dari World Congress against Comercial Sexual 

Exploitation of Children, Sexual Exploitation of Children in Travel and 

Tourism (SECTT) didefinisikan sebagai: 

“The exploitation of a child by a person or persons who engages in sexual 

activities with the cjild while traveling away from their own country or region. 

 
40 Peter Hough, Shahin Malik, Andrew Morgan And Bruce Pilbeam. 2016. International Security 

Studies: Theory And Practice. New York. Routlege. Hlm. 6. 
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This usually involves some form of payment cash or items such as food, clothing 

or tickets.”41  

Terkait kutipan diatas, bahwa eksploitasi seksual anak dalam pariwisata 

merupakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih pada saat 

berpergian ke wilayah lain negara mereka sendiri hingga negara lainnya untuk 

melakukan aktivitas seksual yang melibatkan anak-anak. Eksplotasi seksual 

terhadap anak umumnya dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan ekonomi 

dan pertumbuhan signifikan pada kegiatan perjalanan dan  pariwisata yang 

terjadi pada wilayah tersebut. Pariwisata merupakan industri yang berperan 

penting dalam pemasukan atau pendapatan suatu negara. Khususnya di 

Thailand, pariwisata menjadi peluang terbesar  dalam pertumbuhan ekonomi 

negranya.42 

Menurut Lim (1998), eksploitasi seksual anak dalam pariwisata 

memiliki artian yang sama dengan wisata seks anak yang dimana eksploitasi 

terhadap anak secara seksual pada daerah atau tempat destinasi wisata.43 Wisata 

seks anak terjadi saat adanya masyarakat local maupun  wisatawan yang sedang 

melakukan perjalanan melakukan layanan seksual anak-anak di wilayah 

destinasi wisata. Pada World Vision (2010), setiap anak berusia dibawah lima 

tahun dipaksa untuk diperdagangkan oleh walinya dengan tujuan untuk 

melunasi hutang keluarga atau bahkan secara paksa untuk dijadikan pekerja 

seksual anak.   

 

 
41 World Tourism Organization, 2001. Protection of Children From Sexual Exploitation in Tourism: 

Tourism Training Module. Madrid, Spain. Hlm. 15.  
42 Ibid. hlm. 18. 
43 Thomas R. Panko & Babu P. George, 2012. Child Sex Tourism: Exploring The Issues. Hlm. 67. 
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2.1.3. Teori Fungsi Intergovernmental Organization (IGO) 

Pemahaman mengenai institusi dalam neoliberalisme menjelaskan bahwa 

institusi merupakan peran penting dalam sistem internasional. Peran institusi 

merupakan hal yang vital dalam penyelesaian konflik ataupun permasalahan 

internsional, hingga mendorong institusi untuk membangun kerja sama antar aktor 

internasional. Pada Pasal 2 Ayat 1 dalam Poin (i) Konvensi Wina mengenai Hukum 

Perjanjian pada 1969 bahwa, Organisasi Internasional merupakan organisasi yang 

terbentuk antar pemerintah.44 Namun seiring dengan perkembangan dalam hubungan 

internasional kontemporer bahwa terdapat pemahaman baru terhadap institusi.  

Menurut Keohane, institusi dibagi menjadi tiga bentuk meliputi organisasi 

internasional, rezim internasional, dan konvensi.45 Setelah kemunculan Revolusi 

Industri yang kemudian mengarah pada globalisasi sehingga membawa permasalahan-

permasalahan baru dalam tatanan internasional. Hal tersebut memunculkan aktor-aktor 

baru selain negara mulai bermunculan. Beberapa aktor internasional meliputi 

organisasi internasional baik organisasi internasional antar pemerintah (IGO) dan 

organisasi non pemerintahan (NGO). Organisasi internasional dibentuk dalam 

menciptakan kerja sama internasional serta membangun perdamaian dunia meliputi 

keamanan sosial dan ekonomi.  

IGO dibentuk oleh perjanjian-perjanjian dalam berbagai bidang meliputi 

bidang keamanan, ekonomi, kesehatan maupun lingkungan yang di dalamnya terdiri 

dari negara-negara berdaulat.46 IGO memiliki kontribusi dalam tatanan internasional 

seperti menyelesaikan perselisihan antar negara hingga permasalahan yang bersifat 

transnasional. IGO merupakan organisasi internasional yang berdiri dengan minimal 

tiga negara bagian sebagai anggota dengan memiliki kantor pusat, pemimpin eksekutif, 

 
44 Maria Yolanda, dkk. 2020. Organisasi Internasioanl. Malang. PT. Cita Intrans Selaras. hlm 67. 
45 Ibid. 
46 Esef Erturk, 2016. Intergovernmental Organizations (IGOs) and Their Roles an Activities in Security, 

Economy, Health and Environment. Journal of International Social Research. Hlm. 333. 
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anggaran dan yang lainnya.47 Pada dasarnya, IGO dibuat melalui adanya perjanjian 

antar pemerintah formal seperti piagam, undang-undang ataupun perjanjian yang 

dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. 

Organisasi internasional harus bergerak secara dinamis dengan menjawab 

tantangan dan krisis baru seperti memberikan kebijakan, mengubah misi, dan 

merumuskan tugas baru. IGO memainkan peran penting dalam membantu negara 

dengan membangun kerja sama antar anggotanya melalui forum untuk perundingan 

antar pemerintah, pengumpulan dan pertukaran informasi, memberikan bantuan, 

hingga penyelesain sengketa.48 Berbeda dengan Nongovernmental Organization 

(NGO) yang merupakan bentuk organisasi internasional yang bergerak secara mandiri 

dan nonprofit, IGO mendapatkan pendanaan dari berbagai pihak meliputi masyarakat 

internasional dan negara-negara anggotanya. IGO pada dasarnya memiliki sumber 

daya organisasi selain uang atau pendanaan seperti tenaga ahli serta informasi. 

Sehingga banyak organisasi internasional yang memainkan peran pentingnya dalam 

mengalisis dan memberikan informasi yang kemudian akan mendorong tindakan 

meliputi aksi hingga kebijakan.49 Aksi maupun kebijakan tersebut dapat dilakukan oleh 

organisasi itu sendiri maupun negara-negara anggotanya. 

Berdasarkan pendapat Columbis dan Wolfe dalam Buku Introduction to 

Internasional Relations Power and Justice bahwa IGO dibagi dalam empat kategori 

berdasarkan keanggotaan dan tujuannya.50 

1. Organisasi internasional dengan tujuan umum. 

2. Organisasi internasional dengan tujuan spesifik dan keanggotaan global. 

3. Organisasi internasional dengan tujuan umum dan keanggotaan regional. 

 
47 Margaret P. Karns, Karen A. Mingst, dan Kenadall W. Stiles, 2015. International Organizations: The 

Politics and Processes of Global Governance. USA. Lynne Rienner. Hlm. 12. 
48 Ibid. hlm 25.  
49 Margaret P. Karns dan  Karen A. Mingst. 2010. International Organizations: The Politics and 

Processes of Global Governance, 2nd Edition. USA. Lynne Rienner. Hlm. 17. 
50 Theodore A. Coulumbis dan James H. Wolfie. 1996. Introduction to Internasional Relations Power 

and Justice. New Delhi.  Hlm. 254 
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4. Organisasi internasional dengan tujuan spesifik dan keanggotaan regional. 

Merujuk pada klasifikasinya, United Nations Children’s Fund (UNICEF) 

merupakan kategori organisasi internasional dengan tujuan spesifik yang 

beranggotakan global. Guna memenuhi dan menjaga kehadiran IGO dalam sistem 

internasional, IGO setidaknya mampu dalam memenuhi fungsi-fungsi sebagai 

organisasi internasional bagi masyarakat internasional Berikut ini merupakan fungsi-

fungsi IGO dalam buku International Organizations: The Politics and Processes of 

Global Governance yang ditulis oleh Margaret Karns, Karen Mingst, dan Kendall 

Stiles. 

 

Gambar 2.1 Fungsi IGO 
Sumber : The Politics and Processes of Global Governance oleh Karen, Mingst & Stiles 

 

Fungsi-fungsi yang ada pada Intergovernmental Organization’s, meliputi: 

1. Fungsi informasi (informational) 

Organisasi internasional bertindak sumber informasi yang faktual dalam 

mengumpulkan, melakukan analisis, hingga melakukan persebaran atau 

pertukaran data kepada negara-negara anggotanya. 

 

2. Fungsi forum 

Organisasi internasional menyediakan forum yang berfungsi sebagai 

tempat untuk membahas mengenai isu-isu global hingga pembuatan 

keputusan seperti kebijakan dan yang lainnya. 
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3. Fungsi normatif (normative) 

Sebagai fungsi normatif, organisasi internasional dapat bertindak untuk 

menciptakan standar tertentu seperti pembentukan norma atau prinsip yang 

kemudian dapat memengaruhi negara-negara anggotanya hingga global. 

 

4. Fungsi pembuat peraturan (rule creation) 

Organisasi internasional juga memiliki fungsi sebagai pembuat aturan 

hingga mengupayakan aturan-aturan atau bahkan perjanjian yang telah 

disepakati tersebut dapat mengikat pada masing-masing anggotanya. 

 

5. Fungsi pelaksanaan peraturan (rule supervision) 

Pada fungsi ini, organisasi internasional bertidak dalam mengawasi agar 

peraturan atau perjanjian yang telah disepakati dapat telah dilaksanakan 

oleh para aktor internasional yang terlibat. 

 

6. Fungsi operasional (operational) 

Fungsi operasional meliputi pemanfaatan terhadap hal-hal yang 

menyangkut dalam sumber daya yang dimiliki oleh organisasi 

internasional, dapat berupa pendanaan atau yang lainnya. 

UNICEF merupakan salah satu bentuk IGO yang bergerak dalam bidang 

kesehatan khususnya dalam menangani permasalahan yang berkaitan dengan 

perlindungan terhadap anak-anak. Sebagai organisasi internasional antar pemerintah, 

UNICEF memiliki cakupan misi dalam membangun lingkungan internasional yang 

aman bagi setiap anak di dunia. Pada sistem internasional, organisasi internasional 

bertindak dalam merespon permasalahan-permasalahan terkait dengan tujuan 

organisasi tersebut didirikan. Seperti halnya dengan UNICEF yang berada di Thailand 

memainkan perannya dalam berkontribusi menangani permasalah yang berkaitan 

dengan anak, seperti pada kasus Sexual Exploitation of Children in Travel and Tourism 

(SECTT) di Thailand. 
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Organisasi internasional pada dasarnya memiliki kekuatan supranasional 

sehingga dapat bertindak dalam memberikan pengaruhnya dalam lingkungan 

internasional. Menurut pandangan Karen Mingst, organisasi internasional memiliki 

peran tersendiri dalam setiap level analisisnya. Pada tingkat sistem internasional, 

organiasi internasaional memainkan fungsinya dalam berkontribusi menanganai 

permasalahan internasinal dengan aktor internasional lainnya (meliputi negara serta 

organisasi internasional). Selain itu, organisasi internasional memiliki kapabilitas 

untuk mengumpulkan informasi mengenai isu-isu terkait dan memberikan hasil 

analisisnya kepada masyarakat internasional. UNICEF dalam hal ini memiliki otoritas 

sebagai IGO dalam berkontribusi menanganai permasalahan eksploitasi anak dalam 

kasus SECTT di Thailand. Melalui penggunaan teori Fungsi IGO, penelitian ini akan 

memberikan analisis terhadap keenam fungsi IGO menurut Karen, Mingst & Stiles 

yang di implementasikan oleh UNICEF. Beberapa fungsi IGO tersebut meliputi fungsi 

informasi, fungsi forum, fungsi normatif, fungsi pembuat peraturan, fungsi pewasan, 

serta fungsi operasional. Melalui keenam fungsi IGO tersebut, kemudian akan penulis 

elaborasikan antara keterkaitannya dengan UNICEF dalam menangani permasalahan 

perdagangan orang khususnya pada kasus SECTT di Thailand. 

 

2.2. Kerangka Pemikiran 

 

Berdasarkan Global Report on Human Trafficking, Asia Tenggara tercatat 

sebagai pusat dari perdagangan manusia dan Thailand menjadi negara dengan posisi 

yang startegis sebagai negara asal, transit, dan tujuan perdagangan manusia. Hal 

tersebut juga menjadikan Thailand berada di posisi Tier 2 TVPA dengan tingkat kasus 

perdagangan manusia yang relatif tinggi. Thailand sebagai negara yang berbatasan 

langsung dengan beberapa negara tetangga menjadi lokasi bagi praktik international 

trafficking terhadap korban imigran. Sebagai negara transit trafficking, kebanyakan 

korban berasal dari Tiongkok, Korea Utara, dan India yang kemudia akan dikirimkan 

ke negara-negara seperti Malaysia, Indonesia, Singapura, Korea Selatan, hingga 
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Amerika Serikat.51 Sedangkan sebagai negara tujuan, korban trafficking berasal dari 

Laos, Myanmar, Kamboja, dan Vietnam.  

Adapun demikian, penelitian ini akan menggunakan konsep transnational 

organized crime, penggunaan konsep human trafficking dalam memberikan deskripsi 

lebih lanjut terkait bentuk kejahatan perdagangan manusia di Thailand khususnya pada 

kasus eksploitasi seksual anak dalam pariwisata. Sebagai salah satu bentuk dari 

perdagangan manusia, konsep Sexual Exploitation of Children in Travel and Tourism 

(SECTT) akan digunakan sebagai bahasan dalam penelitian ini. Fenomena SECTT pada 

dasarnya tidak hanya mengancam bagi keamanan negara, tetapi juga menjadi sebuah 

ancaman bagi keamanan insani atau human security. Sehingga dalam menangani 

permasalahan transnasional yang melintasi lintas batas negara memerlukan adanya 

kolaborasi antara negara dengan aktor supranasional dalam menanganinya. Berkaitan 

dengan fenomena perdagangan manusia yang terjadi di Thailand, UNICEF sebagai 

IGO berkontribusi dalam menangani fenomena eksploitasi anak di Thailand.  

Kontribusi UNICEF dalam menangani permasalahan eksploitasi anak di 

Thailand selanjutkan akan dielaborasikan melalui teori Fungsi IGO menurut Karen, 

Mingts & Stiles dalam menganalisis fungsi UNICEF sebagai organisasi internasional 

terkait perdagangan manusia khususnya pada kasus SECTT di Thailand. Teori ini juga 

akan digunakan dalam menjawab pertanyaan penelitian yang menitikberatkan 

penelitian ini terhadap fungsi UNICEF sebagai organiasasi antar pemerintah dalam 

menangani kejahatan perdagangan manusia dalam kasus Sexual Exploitation of 

Children in Travel and Tourism (SECTT) di Thailand dalam rentang waktu 2016 

hingga 2019. 

 

 

 
51 U.S. Department of State, 2017. Thailand: 2016 Trafficking in Persons Report. Diakses pada kamis, 

11 November 2021 melalui laman https://2009-

2017.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/countries/2016/258876.htm. 

https://2009-2017.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/countries/2016/258876.htm
https://2009-2017.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/countries/2016/258876.htm
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Gambar 2.2 Kerangka pemikiran 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Tipe Penelitian 

 Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian berupa pendekatan 

kualitatif. Menurut Creswell (2009) mendefinisikan pendekatan kualitatif dengan 

melibatkan beberapa upaya penting yang berhubungan dengan pengumpulan data, 

analisis data yang dilakukan secara induktif secara bertahap mulai dari tema-tema 

khusus kearah tema-tema yang lebih umum, hingga menafsirkan makna data.52 

Sedangkan menurut Brewer dan Hunter (pada Densin & Lincoln, 2009) menyebutkan 

bahwa penelitian kualitatif secara umum merupakan penelitian yang berfokus pada 

macam-macam metode untuk memperoleh pemahaman atas suatu fenomena yang 

sedang dikaji.53 

  Bentuk penelitian ini kemudian dijabarkan secara deskriptif. Menurut Sukardi, 

penelitian deskriptif berkaitan dengan penggambaran alur sistematis yang sesuai 

dengan fakta yang ada dan karakteristik subjek maupun objek yang diteliti dengan 

tepat.54 Sedangkan pemahaman lainnya mengenai penelitian deskriptif mengenai 

Sukmadinata, bahwa penelitian deskriptif ditujukan dalam mendeskripsikan fenomena-

fenomena yang menjadi objek dalam penelitian baik berupa aktivitas dan karakteristik 

yang ada.55 Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan tipe penelitian deskriptif 

 
52 Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron. 2019. Metode Penelitian Kualitatif. Semarang. 

Penerbit Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo. Hlm 3. 
53 Ibid. Hlm 4. 
54 Sukardi, 2003. Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya. Jakarta. Bumi Aksara. 

Hlm 157. 
55 Sukmadinata dan Nana Syaodih, 2012. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung. PT Remaja 

Rosdakarya. Hlm. 72. 



28 

 

 

kualitatif untuk menjelaskan fenomena yang diteliti secara menyeluruh. Selain itu, 

peneliti akan melakukan pengumpulan data secara triangulasi atau bersifat gabungan 

dari beberapa sumber rujukan, sehingga deskripsi yang diperoleh akan 

mengungkapkan pada implementasi fungsi Intergovernmental Organization (IGO) 

yang dijalankan oleh UNICEF Thailand. 

 

 3.2. Fokus Penelitian 

 Masih tingginya tingkat aktivitas perdagangan manusia di Kawasan Asia 

Tenggara, beberapa negara seperti Thailand menjadi negara yang masuk dalam 

kategori Tier 2 Placement human trafficking. Pada tingkat ini, Pemerintah Thailand 

belum sepenuhnya memenuhi standar minimum TVPA (Trafficking Victims Protection 

Act). Terkait kasus human trafficking, tingginya kasus perdagangan orang di Thailand 

dipengaruhi oleh letak negara yang strategis dan bedekatan langsung dengan beberapa 

negara, menjadikan Thailand menjadi negara asal, transit, maupun tujuan dari 

perdagangann  manusia. 

Kejahatan transnational organized crime pada perdagangan manusia 

khususnya pada kasus eksploitasi anak di Thailand menjadi perhatian internasional 

seperti pada UNICEF yang bertujuan dalam memberikan perlindungan serta 

mempromosikan hak-hak anak. Selaras dengan tujuan dan misi UNICEF sebagai IGO, 

memiliki keterkaitan dengan kasus perdagangan manusia yang melibatkan eksploitasi 

anak atau Sexual Exploitation of Children in Travel and Tourism (SECTT) di Thailand. 

Sehingga penelitian ini akan berfokus pada implementasi fungsi-fungsi organisasi 

internasional yang dilakukan oleh UNICEF meliputi fungsi informasi, fungsi forum, 

fungsi pembuat peraturan, fungsi pelaksanaan peraturan, fungsi normatif, fungsi forum, 

serta fungsi operasional dalam menangani kejahatan perdagangan manusia khususnya 

pada kasus Sexual Exploitation of Children in Travel and Tourism (SECTT) di Thailand 

pada tahun 2016 hingga 2019. 
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3.3. Sumber data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis data sekunder. Data 

sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi pustaka atau sumber-sumber 

rujukan seperti buku, jurnal, situs resmi, literatur online serta penelitian terdahulu yang 

memiliki kaitan dengan objek penelitian. Data yang digunakan pada penelitian ini 

meliputi laporan berupa data baik jurnal, situs resmi maupun website resmi   hingga 

sumber artikel dari berita dengan basis online yang memiliki kaitannya dengan United 

Nations Children’s Fund (UNICEF) dan Sexual Exploitation of Children in Travel 

and Tourism (SECTT) di Thailand seperti pada UNICEF.org, UNICEF Thailand 

Human Trafficking Annual Report 2016-2019, Royal Thai Government Annual 

Report on Human Trafficking 2016-2019, dan sumber data terkait lainnya. 

 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Jenis data berdasarkan data sekunder pada penelitiaan ini dilakukan dengan 

mengumpulkan data-data yang telah berbentuk literasi yang ada pada penelitian-

penelitian sebelumnya. Adapun teknik pengumpulan data yang di peroleh penulis 

melalui studi dokumentasi secara tidak langsung dari berbagai sumber informasi 

rujukan, seperti pada dokumen resmi yang di keluarkan oleh UNICEF Thailand, Royal 

Thai Government’s Country Report, ECPAT Global Monitoring, End Violence Againts 

Children, serta sumber lainnya yang memiliki keterkaitan dengan perdagangan 

manusia khususnya mengenai ekploitasi seksual anak di Thailand.   

 

3.5. Teknik Analisis Data 

 Tenik analisis data yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu dengan 

mengumpulakan data-data yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, kemudian 
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memisahkan data-data yang berhubungan dengan rumusan masalah penelitian. 

Selanjutnya data-data yang telah didapatkan akan dianalisis sesuai dengan teori dan 

konsep yang sebelumnya telah ditentukan oleh peneliti. Hasil dari penelitian akan 

berupa teks deskriptif yang telah dikuatkan oleh argumen-argumen peneliti. Hingga 

pada langkah terakhir dalam analisis data yaitu menjabarkan secara terperinci terkait 

hal-hal yang berhubungan dengan penelitian. 

 Menurut Miles & Huberman, dalam analisis pada data kualitatif dapat 

dilakukan dengan tiga aktivitas yaitu reduksi data, penyajian data serta dengan 

melakukan penarikan kesimpulan. 

1) Reduksi data 

Reduksi data merupakan proses pemilihan dengan melakukan 

penyerderhanaan, dan transkripsi data. Reduksi data dilakukan secara terus 

menerus selama penelitian kualitatif berlangsung. Selama proses reduksi data, 

kemudian dilanjutkan dengan tahapan reduksi selanjutnya berupa  membuat 

ringkasan, coding dan membuat memo hingga penulisan akhir tersusun.56 

Reduksi data merupakan bagian dari analisis data yang didapatkan dari 

beberapa data yang diperoleh peneliti. Dalam reduksi data, penulis 

memfokuskan analisis dengan mengumpulkan data dan menyortir data hingga 

menghasilkan kesimpulan yang dapat ditarik dan diverifikasi. 

 

2) Penyajian data 

Aktivitas yang kedua dalam analisis data yaitu  penyajian data. 

Penyajian data dilakukan setelah penulis menggabungkan kumpulan informasi 

baik pada gambar, grafik dan tindakan.57 Dalam penyajian data, peneliti harus 

selektif dalam mengolah data sehingga peneliti dapat mengetahui dan 

menentukan untuk menarik kesimpulan dari data yang ada atau terus 

 
56 Matthew B. Miles & A. Michael Huberman, 1994. Qualitative Dara Analysis. London. SAGE. Hlm. 

10 
57 Ibid. hlm. 11. 
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melakukan analisis hingga semua argumen yang disampaikan lebih sistematis 

hingga pada penarikan kesimpulan. Dalam sistematika penulisan pada 

penyajian data, penulis menempatkan; 

 

BAB I  Bagian ini akan menjelaskan tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. 

BAB II Bagian ini akan menjabarkan tentang tinjauan pustaka dengan 

melakukan penulisan terdahulu, landasan konseptual dan 

kerangka pemikiran. 

BAB III Bagian ini berisikan mengenai metode penelitian berupa tipe 

penelitan, fokus penelitian, sumber data, teknik penulisan data, 

teknik analisis data serta sistematika penulisan. 

BAB IV Bagian ini akan menjelaskan  mengenai fenomena human 

trafficking di Thailand khususnya pada kasus Sexual 

Exploitation of Children in Travel and Tourism (SECTT) 

sebagai bentuk dari perbudakan modern (modern slavery) di 

Thailand. Adapun pada bab ini memberikan analisa terhadap 

implementasi fungsi UNICEF dalam menangani SECTT di 

Thailand.  

BAB V Bagian ini berisikan mengenai kesimpulan serta saran untuk 

penelitian selanjutnya.  

 

3) Penarikan Kesimpulan 

Kegiatan analisis ketiga yaitu penarikan kesimpulan atau verifikasi. 

Setelah pengumpulan data dan informasi yang valid dan dianalisis hingga 

menghasilkan kesimpulan akhir. Verifikasi data dilakukan setelah melakukan 

penyajian data yang ditemukan selama penelitian berlangsung. Penarikan 

kesimpulan dalam penelitian kualitif berupa deskripsi hingga gambaran pada 

suatu fenomena. Dalam menarik kesimpulan tidak hanya terjadi selama 
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penyajian data, akan tetapi perlu untuk dilakukan verifikasi ulang agar hasil dari 

kesimpulan penelitian dapat dipertanggung jawabkan.58 

Validitas data dilakukan untuk memastikan akurasi pada hasil penelitian 

melalui sudut pandang peneliti dan membaca pada lebih banyak sumber 

sehingga hasil penelitian dapat dipastikan kebenarannya. Pada penelitian 

kualitatif, Creswell (2010) menjelaskna bahwa validitas data dapat dilakukan 

dengan beberapa strategi yang perlu dilakukan dalam validasi data. Berkaitan 

dengan penelitian ini, validitas data dilakukan dengan mentriangulasi 

(triangulate) terhadap sumber-sumber yang berbeda.59 Triangulasi data 

bertujuan untuk memeriksa kembali fakta dan bukti-bukti yang ada terkait 

dengan kondisi sebenarnya. Validasi   data dalam penelitian ini melalui sumber-

sumber resmi yang berbeda khususnya berkaitan dengan perdagangan manusia 

dan eksploitasi anak di Thailand seperti pada laporan tahunan Pemerintah 

Kerajaan Thailand, laporan Tahunan UNICEF serta laporan kerja UNICEF dan 

sumber resmi lainnya. 

 

 
58 Ibid. 
59 Creswell, J. W. 2010. Research Desain: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta. 

PT Pustaka Pelajar. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Pasca Perang Dingin membawa banyak permasalahan-permasalahan yang 

menjadi ancaman bagi keamanan manusia (human security) seperti perbudakan 

modern yang berkaitan dengan perdagangan manusia. Salah satu bentuk perdagangan 

manusia tertinggi di Thailand hingga saat ini merupakan kasus eskploitasi seksual. 

Berkaitan dengan terbukanya Thailand dalam sektor pariwisata global, membawa 

Thailand dihadapi oleh berbagai bentuk permasalahan baru.  Perkembangan pariwisata 

Thailand tanpa adanya regulasi yang mempuni,  membawa Thailand di hadapkan pada 

permasalahan sosial berupa sex tourism. Perkembangan industri seksual dalam 

pariwisata di Thailand menuntun terbukanya eskploitasi seksual yang melibatkan anak-

anak atau Sexual Exploitation of Children in Travel and Tourism (SECTT). Selain 

pariwisata, SECTT di Thailand juga di pengaruhi oleh faktor pendukung lainnya 

meliputi historis ekonomi dan politik serta budaya yang berkaitan pada konsepsi gender 

mengenai keberadaan perempuan yang dinilai lebih rendah dari pada laki-laki.  

Pada penelitian ini, penulis menemukan bahwa terdapat beberapa kategori anak 

yang rentan menjadi korban SECTT di Thailand seperti foreign atau anak asing, debt 

bondage atau anak dengan ikatan hutang dan freelance atau anak tanpa paksaan. 

Berkembangnya SECTT di Thailand berkaitan erat dengan faktor internal berupa 

kesenjangan ekonomi serta kualitas pendidikan yang masih dalam proses pemerataan 

dan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki Thailand. Sedangkan, faktor eksternal 

berupa adanya international trafficking atau perdagangan manusia lintas batas negara 

yang berkiatan dengan imigrasi di Thailand. Hal ini juga di pengaruhi oleh letak 
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geografis Thailand yang strategis dan berbatasan langsung dengan beberapa negara 

seperti Myanmar, Kamboja dan Laos. 

United Nations Children’s Fund (UNICEF) sebagai organisasi antar pemerintah 

atau IGO yang secara khusus menangani isu-isu yang berkaitan dengan anak, 

mengupayakan beberapa program terkait dengan perlindungan, pencegahan, dan 

pembentukan mitra kerja sama yang di lakukan bersama Pemerintah Thailand dan aktor 

internasional lainnya dalam menangani eskploitasi seksual anak di Thailand. Secara 

komprehensif UNICEF Thailand mengalokasikan kekuatan dan sumber daya yang 

dimiliki untuk berperan aktif dalam menangani isu eksploitasi seksual anak di 

Thailand.  Hal ini juga dibuktikan dengan UNICEF yang berhasil mendesak 

Pemerintah Thailand untuk mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan 

perlindungan dan investasi masa depan bagi anak-anak di Thailand yang tertuang 

dalam beberapa program dan peraturan Pemerintah Thailand.  

Berdasarkan hasil penelitian ini pula, penulis menemukan bahwa UNICEF 

telah berhasil dalam menjalankan fungsi-fungsi IGO menurut Karen, Mingst & Stiles 

seperti pada fungsi informasi, fungsi forum, fungsi pelaksanaan peraturan dan fungsi 

operasional. Namun sebagai aktor dalam hubungan internasional, UNICEF tidak 

menjalankan perannya sebagai aktor yang memiliki kekuatan supranasional seperti 

dalam mengimplementasikan fungsi normatif (normative) dan fungsi pembuat 

peraturan (rule creation) yang secara khusus menangani kasus SECTT di Thailand. Hal 

ini juga di perkuat dalam menanggapi eksploitasi anak yang terjadi di Thailand, 

UNICEF hanya mengimplementasikan United Nations Convention on the Rights of the 

Child (UNCRC) yang telah di ratifikasi oleh Pemerintah Thailand dengan membantu 

pemerintah Thailand dalam mencapai tujuan konvensi tersebut. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, UNICEF Thailand perlu 

untuk mengambil langkah inovatif dan berkelanjutan seperti pembentukan program-

program mandiri ataupun program kolaborasi bersama dengan aktor internasional 

lainnya yang secara langsung berkaitan dengan kejahatan eksploitasi anak khususnya 

pada kasus SECTT di Thailand. Secara khusus pada fungsi normatif dan fungsi 

pembuatan peraturan yang belum terimplementasi secara menyeluruh, UNICEF 

Thailand sebaiknya perlu menetapkan aturan internasional yang mengarah pada 

perlindungan kepada anak terhadap kejahatan eksploitasi anak dalam konteks 

pariwisata dan perjalanan. 

Adapun dalam beberapa hal yang berkaitan dengan keberhasilan UNICEF 

Thailand dalam mengimplementasikan fungsi IGO, masih terdapat banyak hal yang 

secara khusus tidak membahas program-program mengenai perlindungan anak dalam 

kasus SECTT di Thailand. Sehingga, sebaiknya UNICEF Thailand secara khusus 

memberikan dan mengembangkan informasi terkait dengan kasus SECTT di Thailand. 

Berkaitan dengan hal ini, UNICEF Thailand juga perlu untuk mengklasifikasikan 

alokasi dana secara transparan dalam menangani besar dana yang di gunakan dalam 

menanganai SECTT di Thailand.
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